
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat U dan Kotapraja di Sumatera
Selatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor73, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tcntang Cagar
Budaya [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik
indonesia Nomor5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagairnana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerirrtahun Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

a. bahwa Kawasan Sekanak merupakan kawasan bcrsejarah
scjak era Kesultanan Palembang Darussalam hingga era
Kolonial Belanda;

b. bahwa bangunan-bangunan di Kawasan Sekanak berada di
.Jalan Depaten hingga Jalan Gcdc Ing Suri dan Sungai
Sekanak yang merupakan bangunan yang masuk kategori
Bangunan Cagar Budaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, kawasan sekanak perlu
ditetapkan sebagai Kawasan Sekanak Kerihin [Sekariak
Dahulu Kala) agar kawasan tersebut dapat dilindungi dan
dilestarikan sebagai warisan sejarah dan cagar budaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perIu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Pengelolaan

----" Sekanak Kerihin;
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(1) Untuk mengawasi dan mengcloJa Sekanak Kerihin,
dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

(2)Tim sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1)
bertugas mengawasi dan mengevaluasi keadaan Sekanak
Kerihin dan diiaporkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan
yang selanjutnya disampaikan kepada Walikota.

Pasal4

Setian orang dilarang mendirikan bangunan barn dan
merubab bentuk bangunan yang ada di Sekanak Kerihin.

Pasal3

Dengan Peraturan Walikota ini, Sekanak Kerihin ditetapkan
sebagai kawasan yang dilindungi dan dilestarikan sesuai
ketentuan perundang - undangan.

Dalam Peraturan Wallkota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.

2. Kawasan Sekanak Kerihin yang selanjutnya disebut
Sekanak Kerihin atau Sekanak Dahulu Kala adalah
Kawasan yang terletak antara Sungai Sekanak ke arah
Jalan Depaten hingga Jalan Gede Ing Sur~, yang
mempunyai nilai sejarah era Kesultanan Palernbang
Darussalam hingga era Kolonial Belanda dan juga merniliki
bangunan-bangunan tua yang berusia lebih dari 50 (lima
puluh] tahun serta memiliki sejarah yang berniiai tinggi,
yang masuk dalam kategori Bangunan Cagar Budaya.

3. Dinasadalah Dinas Kebudayaan Kota Palembang.

Pasa12

Pasal 1

TENTANGPERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
PENGELOLAANSEKANAKKERlHIN

MEMUTUSKAN:

5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan ..Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kota Palembang (Berita
Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007
ten tang pedoman Fasilitasi Organisasi Kcmasyarakatan
Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam
Pelestarian ..4'-''1'''\ P'O""A .........bangan O,'~""/1'3 Daerah:........................ a a.6~••&.., &.J ~._.} J

Menetapkan



BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR lb

HAROBIN MASTOFA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2..1 Ap n t. 2017
SEKRETARlS DAERAH KOTA PALEMBANG.

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada ranggal .11 Apr;t.. 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya
daJam Berita Daerah Kota Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal6

Dinas Kebudayaan dan instansi terkait lainnya mengelola
Sekanak Kerihin sesuai dcngan tugas pokok dan fungsi
masing - masing instansi.

Pasal5

(3) Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.




